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PENGANTAR PENULIS

Puji syukur saya ucapakan kedapa Allah Swt. Karena izin-Nyalah buku 
Politik Kultural KH Abudurrahman Wahid dalam Demokrasi ini dapat 
diselesaikan.

Buku Politik Kultural KH Abudurrahman Wahid dalam Demokrasi se-
bagai Kajian mengeksaminasi kiprah KH. Abdurrahman Wahid/ dalam 
demokratisasi di Indonesia.

Politics dapat dijadikan rute alternatif dalam pelembagaan demokra-
si bagi negara yang memiliki kemajemukan seperti bangsa Indonesia. 
Kiprah KH Abudurrahman Wahid (GurDur) dapat dikenal sebagai bagi-
an dari bentuk cultural politics, dan salah satu tokoh yang mengungkap 
proses demokratisasi dalam rute alternatif dengan mengambil inspi-
rasi dari konsepteori habitus dan doxa yang ditawarkan Pierre Bour-
dieu. Cultural politics memperlihatkan bahwa demokratisasi sebagai 
ekspresi perlawanan seorang aktor (agency) yang berada dalam struk-
tur kekuasaan melalui tindakan diskursif dan kontroversialnya dalam 
ruang demokrasi, dengan ranahkultural (cultural fields) dan ranah po-
litik (political fields) menjadi ajang permainan (tempat berlangsungnya 
perjuangan dan strategi), dimana di dalamnya terdapat perebutan dan 
pertarungan berbagai modal (modal kultural, modal politik) dari para 
tokoh, elit politik di struktur kekuasaan dalam mengubah atau mem-
pertahankan suatu doxa. Modal yang dimiliki menjadi penentu gaya 
permainan, keberhasilan atau kegagalan dalam perebutan dan pertu-
karan modal. Hal ini dapat dilihat dalam reproduksi pewacanaan yang 
dilakukan oleh Gus Dur dalam merubah doxa.

Dengan memperlihatkan bagaimana kiprah Gus Dur dalam mengga-
lang perlawanan terhadap doxadalam bentuk tindakan-tintakan unik 
dan kontroversial yang memiliki kapasitas provokasi mau tidak mau 
menghasilkan kontroversi, sebagai bentuk perlawanan terhadap doxa 
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dan juga sebagai pintu perubahan dalam membangun seperangkat ni-
lai dan wacana dalam melawan dan mengcounter status quo dan do-
minasi praksis demokrasi yang proseduralistik. 

Hal ini terlihat bahwa demokratisasi sebagai bentuk perlawanan dan 
perubahan suatu doxa. Dari telaah terhadap upaya Gus Dur untuk me-
ngembangkan seperangkat sistem nilai dan pewacanaan yang dimak-
sudkan untuk medekonstruksi dan merekonstruksi wacana yang seca-
ra diam-diam telah menjadi perangkap struktural yang baku, terlihat 
bahwa Kontroversi pewacanaan yang diungkit ini justru memungkinkan 
sang aktor akan mampu mengungkap dan membongkar persoalan-
persoalan yang selama ini tidak disadari. 

Langkah-langkah kunci tersebut menggulirkan simpul-simpul perwa-
canaan di seputar hal yang dinilai sebagai pengekang proses demokra-
tisasi secara heboh namun pada saat yang sama menjangkau hal yang 
lebih mendalam dibandingkan dengan cara-cara konvensional yang 
bersifat linear. Proses dekonstruksi dan rekonstruksi wacana melalui 
tindakan kontroversial aktor kunci itu, menjadikan transformasi nilai-
nilai demokrasi telah berhasil dilakukan dalam; menginsiminasikan la-
hirnya oposisi formal, kesetaraan wanita dan pria dalam kepemimpinan 
politik, perubahan Papua dengan lahirnya   undang-undang otonomi 
khusus, mencairnya hegemoni negara terhadap agama serta diterima-
nya  warga China sebagai bagian dari bangsa ini. Walaupun sebagian 
kecil tindakan kontroversial aktor kunci ini tidak  berhasil, seperti ide 
pencabutan tap MPRS no XXV/1966 dan tindakan merakyatnya dengan 
pakaian katok kolor di istana negara baik sebagai bentuk tranformasi 
kelembagaan maupun sebagai bentuk protes dari arogansi mayoritas 
elite terhadap minoritas di parlemen. 

Kepiawaian Gus Dur mereproduksi wacana tandingan yang dikemas se-
bagai bagian dari tindakan diskursif yang kontroversial dapat diketahui 
bahwa proses demokratisasi, dengan pewacanaan; (1) wacana huma-
nisme, egalitarianisme dan keadilan sebagai modal kultural. (2) wacana 
kesadaran kultural: upaya menciptakan masyarakat demokratis, seba-
gai modal politik dalam sebuah ranah, diharapkan mampu mengubah 



PENGANTAR PENULIS v

sistem demokrasi sebagai sebuah doxa, yang tejabak oleh pendekatan 
agent centered dan structure centerd. Telaah terhadap bekerjanya secara 
simultan modal kultural dan modal politik dalam melakukan perlawan-
an dan perubahan doxa yang disajikan di dalam buku ini menunjuk-
kan bahwa tindakan diskursif dan kontroversial, yang dilakukan oleh 
actor dalam struktur kekuasaannya sebagai presiden, yang terlihat bu-
kan hanya dinamis dan dialektinya tindakan diskursif yang kontrofer-
sial melainkan kemampuannya membangun seperangkat system nilai 
dan pewacanaan. Dari pemahaman akan kedinamisan inilah Gur Dur 
memanfaatkan posisi strategis dan juga memerebutkan posisi-posisi 
strategis. 

Dengan kesadaran akan posisinya ini bisa difahami adanya kekuatan 
tersendiri untuk melakukan perubahan namun dapat difahami juga 
bagaimana aktor strategis dapat medekonstruksi dan merekonstruksi 
nilai-nilai demokrasi yang sensitive kulturdengan cara; (1) membangun 
seperangkat nilai dan wacana dalam melawan status quo dan dominasi 
praksis demokrasi proseduralistik dan institusionalistik yang dominan. 
(heterodoxy dalam istilah Bourdieu).(2) memaknai kembali demokrasi 
dengan berpijak pada nilai-nilai budaya masyarakat yang komunalis-
tik dan paternalistik, (2) mem-bergaining-kan tata nilai yang ada(nilai-
nilai demokrasi dan nilai-nilai budaya lokal) sebagai pengembangan 
wacana tandingan yang dapat merebut perhatian publik dalam rangka 
membentuk sistem nilai-nilai demokrasi yang adaptable dalam kontek 
Indonesia.

Penjelasan tentang proses demokratisasi yang terekam dari analsis 
politik kultural tersebut di atas, studi ini menunjukkan bahwa 
teori demokrasi yang sedang menjadi mainstream acuan praktik 
pemerintahan selama ini memiliki sejumlah kelemahan dalam system 
demokrasi di Indonesia yang tidak terjelaskan secara proporsional 
adalah peran tokohk unci. Teori transisi menuju demokrasi di satu sisi 
melebih-lebihkan kemampuan tokoh menciptakan perubahan kultural 
yang disebut demokratisasi (heterodoxa). Sementara itu kalangan 
strukturalis terlalu skeptic atau understate peranan dan kemampuan 
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tokoh kunci, dalam hal ini Presiden, dalam menciptakan perubahan, 
karena hanya strukturlah yang mampu membangun demokrasi dalam 
suatu negara. Memang, para aktor politik yang berada dalam posisi 
puncak hampir selalu menjadi variabel yang menentukan pola dan arah 
transisi demokrasi di setiap negara, setelah melalui proses liberalisasi. 
Tetapi tidak ada demokrasi yang terkonsolidasi tanpa dukungan tradisi 
atau budaya lokal, disamping nilai-nilai liberal. Teorisasi demokratisasi 
yang mampu mendialektiskan secara dinamis antaraagent centered dan 
structure centerd, yaituteori demokratisasi politik kultural dimana peran 
seorang aktor (agency) yang berada dalam struktur kekuasaan, seperti 
presidenmemiliki peran strategis dan signifikan yang tidak hanya 
dimungkinkan dapat melakukan suatu perubahan terhadap doxa, 
melaikan juga dapat membangun seperangkat sistem nilai demokrasi 
yang lebih sensitive terhadap kultur dan kontek lokal bangsa Indonesia 
yang mejemuk. Dengan demikian demokratisasi cultural politics 
merupakan demokrasi tawassuthiyah (demokrasijalantengah) antara 
hegemoni-proseduralistik dan demokrasi yang memberikan kebebasan 
berekspresi yang dapat menimbulkan anarkhisme, antaraagent centered 
dan structure centerd.

Saya ucapkan banyak terima kasih pada para dosen besar Ilmu Politik, 
khususnya Prof. Dr. Mohtar Mas'oed MA., Prof. Dr. Purwo Santoso dan 
keluarga istri & anak-anak M. Yazi Zubaid, Moh Gilfaqu Nizar Zubaid, 
Moh Gilfaqu Eiza Ashif Zubaid Gilfaqu dan Zaim Asshaqofi Zubaid, Moh 
Bil Faq.

Semoga buku ini dapat membawa manfaat bagi para pembaca.
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